PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLG‘A
NOMOR A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN-;DAERAH NOMOR lI. TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat ¢))
Undang-Undmg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

~ ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah; _

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang -
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor -
11 Tz*hun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelja-Dina‘;-DEﬁ'%s_
Daerzih Kota Sibolga; ' - ‘

Mengingat : 1. Undapg-Undang 3. Drt. Nomor 8 Tahun 1956 tentang -
Pem’t;entukan Daerah Otonom Kota-kota - Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia N_egéra Nomor 1092) ; |

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999




Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ; '

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengélolaaxi dan Tanggung Jawab Keuangan Tergara (Lembaran
Negara Republik Indoﬂesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lerabaran Negara Repubhk Indonekia Nomor 4400) 5

. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambehan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimena telzh diubzh
untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor el [’?"Vx 2708
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tal‘Ln "004
tentang Pemerintahan Daerash (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat. dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noor 5234) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4018) ;

. Peratpran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Penggngkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil :"(Lembaran Negara Republik Ihdon;sia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263); ‘

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

~dan Pengawasan Penyelenggaraan Pémerintahan  Daerch




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nombr 1€5,
Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia TT~n:':: (593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ter;.t\:?ng Pembaigian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemérintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
?erangkat Dﬁerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tarhbahan Lembaran Negara Republik
Iildoneqia NOmor 4741) ;

13. Peratm'an Menten Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang
PetunJuk Tekms Penataan Organisasi Perangkat ‘Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KO'T'A SIBOLGA

MENETAPKAN

dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR

11 TAH[JN 2008 TENTANG TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KBRJA DINAS - DINAS KOTA SIBOLGA.

t
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor
11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota
Sibolga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Pasal 4 ayat
(1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Pasal4
(1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Dinas; '
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendidikan Dasar;
d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi;
e

. Bidang Pemberdayaan pendidik dan  Tenaga
Kependidikan;

f Bidang Kebudayaan, Pendidikan Nonformal dan
Informal;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dan masing masing Bidang pada ayat (1), terdiri
dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program;
- 3. Sub Bagian Keuangen.
b.- Bidang Pendelkan Dasar, tetdm dan

1. Seksi’ Pemoma..n, Penoa'l"m der . “n“‘"“"'*
Saranq/Prasarana $D; ' R

-+ 2. Seksi: Pembmaan, Pengadaan  dan 1’emehh%u‘aan
Sarana/Prasarana SMP;

3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.

c. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi,
terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan
sarana/ prasarana SMA dan Perguruan Tinggi; '

2. Seksi Pembinaan, Pcngadaan dan Pemehharaan
sarana/ prasarana SMK;

3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
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Bidang Pemberdayaan Pendidik dan Teriaga
Kependidikan, terdiri dari:

1. Seksi Tenaga Pendidik;‘

2. Seksi Tenaga Kependidikan;

Bidang Kebudayaan, Pendidikan Nonformal dan
Informal, terdiri dan: .

1. Seksi Kebudayaan; .
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; -
2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kemitraan.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota.
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2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Bagian Kesepuluh diubah
sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 13

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

Dinas;

Sekretariat;

Bidang Bina Marga;
Bidang Cipta Karya;

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan
Pertambangan; ‘

Bidang Perencanaan,;
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri

o
a.. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.




b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan,;

2. Seksi Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Alat Berat dan Perbengkelan.
c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung-
Gedung;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi;
3. Seksi Pengawasan Teknik Cipta Karya.

d. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan
Pertdmbangan, terdiri dari:

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Lingkungan dan Permukiman ;

2. Seksi Pengawasan Tehnik Penyehatan Lingkungan
dan Permukiman;

3. Seksi Pertambangan dan Energi.

e. Bidang Perencanaan, terdiri dari:
1. Seksi Analisis;
2. Seksi Survey dan Pengukuran;
2. Seksi Data dan Informasi.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Bagian Kesebelas divbah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

'Pasal 14

1

1) Oygamsasx Dmas Penge]olaan Keuangan dan Aset Daerah,

a. Dmas,

b.
c.
d.
c.
£
g.

Sekretariat;

Bidang Pendapatan;
Bidang Penganggaran;
Bidang Perbendaharaan ;
Bidang Akuntansi;
Bidang Aset;
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h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, dan masing-masing bidang pada ayat (1), terdiri
dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program
b. Bldang Pendapatan terdiri déri :
1. Seksx Pendataan Pendaputan Daerah
2. Seks1 Penetapan dan Penagihan;
3. Seksi Dana Perimbangan, Pajak lain-lain dan
Evaluasi.
c. Bidang Penganggaran, terdiri dari :
1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
2. Seksi Penganggaran I;
3. Seksi Penganggaran IL

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
2. Seksi Belanja langsung;

3. Seksi Kas Daerah dan Investasi.
e. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1. Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah;
2. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah;
2. Seksi Pelaporan dan Pembinaan,
f. Bidang Aset, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Aset;
2. Seksi Penatausahaan Aset;
3. Seksi Pengendahan Aset.
Upit Pelaksapa Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut
dqngan Peraturan Wahkota.

,{

d




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal | ¥ -0 - 2012

et
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L SYTOET G TAURUK

Diundangkan d1 Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

MOCHAMAD SUGENG -
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ....




UKTUR ORGANISASI

DINAS Lampiran: PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
AS PENDIDIKAN NOMOR : 2 Tahun ao(a-
TA SIBOLGA TANGGAL : I -0z -20(2
1
| SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM PROGRAM KEUANGAN
[ I I ]
BIDANG .- .oq - .o o -+ BIDANG PENDIDIKAN BIDANG  PEMBERDAYAAN BIDANG  KERUDAYAAN,
PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN NON
PERGURUAN TINGG! KEPENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
: ——— , ' ] ;
| | SEKSI " PEMB'NMAN:- SEKSI PEMBINAAN, PENGADAAN
PENGADAAN DAN DAN PEMELIHARAAN SARANA/ || SEKSI TENAGA PENDIDIK -
PEMELIHARAAN SARANA | ™| PRASARANA  SMA  DAN  SEKSIKEBUDAYAAN
/PRASARANA SD | PERGURUAN TINGGI '
SEKSI PEMBINAAN , PENGADAAN SEKS! PEMBINAAN, PENGADAAN SEKS! TENAGA SEKS! PENDIDIKAN ANAK
| DAN PEMELIHARAAN SARANA/ | | | DAN PEMELIHARAAN SARANA/ n KEPENDIDIKAN "1 USIADINI
PRASARANA SMP PRASARANA SMK
SEKSI KURIXULUM PENDIDIKAN SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN . 1 | sExs PENDIDIKAN
— DASAR | MENENGAH L | MASYARAKAT DAN
KEMITRAAN
UPTD
. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,; WALIKOTA SIBOYGA,
MOCHAMAD SUGENG - M. SYARFI HUTAURUK

LEMBARAN DAEARAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012




RUKTUR ORGANISASI Lampiran: PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

AS PEKERJAAN UMUM DINAS . NOMOR : 2 Tahun 20a.
A SIBOLGA ) ‘ TANGGAL : [F-062- 20)2
1
r SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN | 1
FUNGSIONAL ) SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN PROGRAM -
f I 1 1
BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PENYEHATAN BIDANG PERENCANAAN \
LINGKUNGAN PERMUKIMAN |
Y R DAN PERTAMBANGAN
1 1 _ T | |
SEKS!  PEMBANGUNAN SEKSI  PEMELIHARAAN SEKS! PEMBANGUNAN DAN |
— DAN PEMELIHARAAN | | DAN PEMBANGUNAN —1 PEMELIHARAAN SARANA | | | SEKS! ANALISIS
JALAN DAN JEMBATAN ~ "1 ™ " '1 |” GEDUNG-GEDUNG LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKS! PENGAWASAN SEKSI SARANA  DAN SEKS! PENGAWASAN TEKNIK SEKSI  SURVEY DAN
TEKNIK  JALAN “"DAN'{ ~ " {-{" PRASARANA JASA | PENYEHATAN LINGKUNGAN | -] PENGUKURAN
| JEMBATAN ] KONSTRUKSI DAN PERMUKIMAN
|| SEKS! ALAT BERAT DAN | | SEKSI.. PENGAWASAN | SEKSI PERTAMBANGAN DAN | L} SEKSI DATA DAN
PERBENGKELAN TEKNIK CIPTA KARYA ENERGI INFORMASI
UPTD
SEKRETARI RAH KOTA SIBOLGA, ' ALIKOTA SIBOEGA,
)
vl )
- — sy -
MOCHAMAD SUGENG M. SYARFI HUTAURUK

LEMBARAN DAEARAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012



RUKTUR ORGANISASI

Lampiran: PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA -

NAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | DINAS NOMOR : 2 Tahun 2612
)TA SIBOLGA TANGGAL : |7 -fEBRURRI 2012,
1
{ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSICNAL r 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN PROGRAM
[ [ I T 1
BIDANG - —. w4 --. BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI ASET
— — . | .
| SEKSI PENDATAAN L_{ SEKS| PENYUSUNAN APBD | | SEKSl  BELANJA  TIDAK SEKS| AKUNTANS! SEKS| PERENCANAAN
PENDAPATAN DAERAH LANGSUNG PENDAPATAN DAERAH - ASET
SEKSI PENETAPAN DAN SEKS! BELANJA LANGSUNG SEKSI AKUNTANSI SEKSt PENATAUSAHAAN
B PENAGIHAN SEKSI PENGANGGARAN | B — BELANJA DAN | [T ASET
PEMBIAYAAN DAERAH -
SEKS! ' DANA L SEKSI KAS DAERAH DAN | | sExsi PELAPORAN DAN | | SEKSI PENGENDALIAN
L] PERIMBANGAN,  PAJAK L SEKSI PENGANGGARAN II INVESTASI PEMBINAAN ASET
LAIN-LAIN DAN EVALUAS| .

SEKRETARIS D

KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAEARAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012

UPTD

"WALIKOTA| SIBOLGA,

Tt

v

M. SYARFI HUTAURUK




